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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 231 /PMK.03/2019 

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB 

PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA 

PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 

DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong 

kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada 

instansi pemerintah, perlu melakukan penyesuaian tata 

cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha 

Kena Pajak bagi instansi pemerintah; 

  b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, simplifikasi 

regulasi, dan optimalisasi penerimaan pajak dari belanja 

dan pendapatan instansi pemerintah, perlu mengatur 

tata cara pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta 

pelaporan Surat Pemberitahuan bagi instansi 

pemerintah;  

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (3c), dan 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 22 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 

dan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau 

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi 

Instansi Pemerintah; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4893); 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8  

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  

Nomor 5069);  

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB 

PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN 

PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN 

DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 

PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan. 

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

4. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, 

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 
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5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan 

identitas yang menunjukan status subjek hukum para 

pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi 

elektronik. 

6. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang PPh. 

7. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, 

adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang PPN. 

8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya 

disingkat PPnBM, adalah Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

PPN. 

9. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, 

instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, 

yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

10. Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada 

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, 

kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan 

lembaga nonstruktural, termasuk Badan Layanan Umum, 

selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 

laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 

11. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat 

daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah 

kabupaten/kota, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, 

selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 

laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 

12. Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi 

penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
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